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PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 3| TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME PENYALURAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN DANA TRANSFER DARI KAS DAERAH
KE KAS PEMERINTAH NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan ke Dua atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa, perlu
dilakukan penyempurnaan terhadap Mekanisme Penyaluran
dan Pertanggungjawaban Dana Transfer Dari Kas Daerah ke

Kas pemerintah Nagari :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10

Tahun 2018 tentang Mekanisme Penyaluran dan

Pertanggungjawakan Dana Transfer dari Kas Daerah ke Kas

Pemerintah Nagari,

a.

b.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286),
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok

Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera

Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348):
Undang-Undang . Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomur

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

sktOO):
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438):
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495),
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7.

10.

11.

12.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undung-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4738):
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015,

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5558):
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun

2012 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah

(Perubahan Kedua):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012

tentang Perubahan Kcdua Atas Peraturan Nienteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah:

8.

3.

, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
14

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tehtang Pengelolaan Keuangan Desa:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017

tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Dana Transfer

dan Dana Desa:
Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun

2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari,

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun

2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Pasirman Barat Nomor 8 Tahun

2011 Tentang Pemerintahan Nagari:

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21

Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat

Daerah,
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|
MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPAT! TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME

PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TRANSFER

DARI KAS DAERAH KE KAS PEMERINTAH NAGARI.

Pasal |

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10

Tahun 2018 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Transfer

dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari, diubah sebagai verikut :

|. Ketentuan Pasal 12 diub:h, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Bupati menyalurkan Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk bidang penyelenggara

pemerintah, bidang pembinaan kemasverakatan dan bidang pemberdayaan

masyarakat nagari dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas

Nagari (RKN) dengan 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I 30 5 (tiga puluh persen), Tahap

II 40 Yo (empat puluh persen) dan Tahap III 30 Yo (tiga puluh persen) dari Pagu

Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,

dan secara teknis dilaksanakan oleh SKPKD selaku PPKD dan BUD.

3

(2) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana

Nagari (ADN) bidang penyelenggaraan pemwintah, bidang pembinaan

kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat nagari Tahap | sebesar

30 4 (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri :

a) Peraturan Nagari tentang RKPNagari Tahun Berjalan:

b) Peraturan Nagari tentang APBNagari T ihun Baryalan,

c) Laporan akhir realisasi Penggunaan Alokasi Dana Nagari untuk bidang

penyelenggaraan pemerintah, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang

pemberdayaan masyarakat nagari tahun sebelumnya dilampiri Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-buku yang benar dan lengkap,

d) Peraturan Nagari tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBNagari dilampiri:
l. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun

Anggaran berkenaan,
2. Laporan Kekayaan Milik Nagari per 31 .Desember Tahun Anggaran

berkenaan,
3. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke

Nagari.
e) Dokumen administrasi pengelola keuangan nagari terdiri dari :

l. Surat Keputusan Wali Nagari tentang Penetepan Pelaksanan Teknis

Pengelola Keuangan Nagari (PTPKN),
Surat Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Rekening Kas Pemerintah

Nagari,
3. Foto Copy rekening giro Kas Pemerintah Nagari:
4. Foto Copy NPWP Pemerintah Nagari:
5. Foto Copv KTP Wali Nawari.

) Peraturan Bupau tentang Alokasi Dana Nagari tahun berjalan,

g) Keputusan Bupali tentang Pelantikan Wali Nagari:

h) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk

oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf! a

sampai dengan huruf g diatas.

w

(3) Wali Nagari dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyaluran

Alokasi Dana Nagari (ADN) bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang

pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat nagari

Tahap Il sebesar 40 Y6 (empat puluh persen) kepada Bupati, apabila dana Tahap

| sudah terserap sebesar 75 Wo (tujuh puluh lima persen) dilampiri :

L



a) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) Tahun

sebelumnya,
b) Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Nagari untuk bidang

penyelenggaraan pemerintah, Tahap I dilampiri Surat Pertanggungjawaban

(SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap:
c) Laporan penggunaan dana ADN Tahap 1! untuk kegiatan Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dilampiri :

1. Laporan realisasi penggunaan Dana Pembangunan ADN Tahap I kegiatan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti vang benar

dan lengkap:
2. Foto-foto yang memperlihatkan kegiatan Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan dan Bidang Femberdayaan Masyarakat

d) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk

oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a

dan huruf b diatas.

(4) Wali Nagari dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyaluran

Alokasi Dana Nagari (ADN) bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang

pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat nagari

Tahap III sebesar 30 Y6 (tiga puluh persen) kepada Bupati, apabila dana sampai

dengan Tahap II sudah terserap sebesar 75 Wo (tujuh puluh lima persen)

dilampiri :

a) Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Nagari untuk bidang

penvcienggaraan pemerintah, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang

pemberdayaan masyarakat nagari Tahap UH dilampiri Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap:

b) Laporan penggunaan dana ADN Tahap II untuk kegiatan Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan can Bidang Pemberdayaan Masyarakat dilampin :

1. Laporan realisasi penggunaan Dana Pembangunan ADN Tahap II kegiatan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar

dan lengkap:
2. Foto-foto yang memperlihatkan kegiatan Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
c) Rekomendasi dari Camat d''ampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk

oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a

dan huruf b diatas. f

(5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya

sebagaimana dimaksud Ayat (2), (3) dan Ayat (4) disampaikan kepada Bagian
Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah untuk diverifikasi dan selanjutnya
lembaran verifikasi menjadi lampiran rekomendasi oleh Asisten Pemerintahan

Sekretariat Daerah guna proses pencairannya,

1

(S) Surat Permintaan Pembayaran (SPP' beserta dokumen kelengkapannya

sebagaimana dimaksud Ayat (5), yang sudah direkomendasikan oleh Asisten

Pemerintahan Sekretariat Dacrah disampaikan kepada SKPKD selaku BUN

untuk diproses pencairan dananya:

Ketentuan Pasaj 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

2.

() Bupau menyalurkan Alokasi Dana Nagari (ADN) Bidang Pembangunan, dari

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Nagari (RKN) dengan 3

(tiga) tahap yaitu Tahap 1 30 Yo (tiga puluh persen), Tahap II 40 Yo (empat puluh

persen) dan Tahap III 30 Yo (tiga puluh persen) dari Pagu Alokasi Dana Nagari

(ADN) untuk Pembangunan Fisik, dan secara teknis dilaksanakan oleh SKPKD
selaku PPKD dan BUD.

(2) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ADN Bidang

Pembangunan Tahap | sebesar 30 “ (liga puluh persen) untuk keperluan

sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri :

Fa



a) Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan (LAPK) kegiatan Bidang Pembangunan
tahun sebelumnya dilampiri Surat Pertanggungawaban (SP) beserta bukti-
bukti yang benar dan lengkap,

b) Keputusan Wali Nagari tentang penetapan TPK,
c) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk

oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a

dan huruf b diatas.
dj Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari disertai

lembar verifikasi dari Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat

(3) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ADN Bidang
Pembangunan Tahap II sebesar 40 Yo (empat puluh persen) untuk keperluan

sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila dana Tahap ! sudah terserap sebesar 75
4, (tujuh puluh lima persen) dilampiri :

aj) Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Tahap 1 untuk kegiatan Bidang
Pembangunan, dilampiri :

|. Realisasi Biaya Kegiatan Tahap 1 minimal sebesar 75 W (tujuh puluh ma
persen) dari penyaluran tahap I, yang dilampiri bukti transter dari Kas

Nagari ke rekening TPK dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ| beserta

bukti-bukti vang benar dan lengkap:
Foto-foto kegiatan Bidang Pembangunan ADN kondisi (0 "v. dan minimal

22,5 "6 yang diambil dari sudut pengambilan yang sama).
3. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja daunfatau melakukan

kegiatan beramai-ramai yang memperlihatkan peran serta masyarakat
dalam kegiatan pembangunan Nagari,

4. Lembaran Sertifikasi Kegiatan yang diterbitkan oleh Petugas Teknis

Nagari (PTN) dan Tim Pemantau dan Pengawasan (TPP) Kegiatan
Pembangunan Nagari, yang dilampiri dengan Laporan Tahapan Kemajuan

Kegiatan Tahap |.

b) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk

oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a

dan huruf b diatas.
c| Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari disertai

lembar verifikasi dari Bidang Pembangunan dan Kelunbagaan Masyarakat

2

(4) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ADN Bidang

Pembangunan Tuhap II sebesar 30 Y (tiga pulah persen) untuk keperluan

sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila dana sampai dengan Tahap II sudah

terserap sebesar 75 ". (tujuh puluh lima persen) dilampiri :

al Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Tahap Ibountuk kematan Bidang

Pembangunan, dilampiri :

1. Realisasi Biaya Kegiatan Tahap I! minimal sebesar 75 " Itujuh puluh lima

persen) dari penyaluran dana sampai dengan lahap Il. yang dilampiri
bukti transfer dari Kas Nagari ke rekening TPK dun Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti vang benar dan lengkap:

2. Foto-foto kegiatan Bidang Pembangunan ADN kondisi (0 X,, 22,5 Yu dan

minimal 52,5 Yo, yang diambil dari sudut pengambilan yang sama).

3. Foto yang memperlhatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan

kegiatan beramai-ramai yang memperlihatkan peran serta masyarakat

dalam kegiatan pembangunan Nagari,
4. Lembaran Sertifikasi Kegiatan yang diterbitkan oleh Petugas Teknis

Nagari (PTN) dan Tim Pemantau dan Pengawasan (TPP) Kegiatan

Pembangunan Nagari, yang dilampiri dengan Laporan Tahapan Kemajuan

Kegiatan Tahap !.
b) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk

oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf «

diatas.
c) Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari disertai

lembar verifikasi dari Bidang Pemb: 1gunan dan Kelembagaan Masyarakat

(S) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya

sebagaimana dimaksud Ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) disampaikan kepada

SKPKD selaku BUD untuk diproses pencairan dananya,

£



Ketentuan Pasal 14 dihapus.3.

Ketentuan Pasal 15 diubah, schingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :4

Pasal 15

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKN dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari

(2)

(3

kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD apabila Nagari sudah memiliki

APBNagari yang sudah di undangkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Bupati menyalurkan Dana Desa (DDj dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUDJ

ke Rekening Kas Nagari (RKN) dengan 3 (tiga) tahap yaitu Tahap 1 20 Yo (dua

puluh persen), Tahap II! 40 X. (empat puluh persen), dan Tahap HI 40 ". (empat

puluh persen) dari Pagu Dana Desa, dan secara teknis dilaksanakan oleh

SKPKD selaku PPKD dan BUD.

3

Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa Tahap I

sebesar 20 “v (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri :

a) Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan (LAPK) kegiatan tahun sebelumnya

dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-buktl vang benar

dan lengkap:
bj Peraturan Bupati tentang perincian Dana Desa per Nagari:

C| Keputusan pejabat yang berwenang tentang penetapan Petugas Pendamping

Lokal Desa (PLD) dan Petugas Teknis Nagari (PTN),

d| Keputusan Wali Nagari tentang penetapan TPK,
e) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk

oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf ua,

sampai hurufd diatas:
"

) Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari disertuu

lembar verifikasi dari Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat:

Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyaluran Dana

Desa untuk Tahap II sebesar 40 YX. (ernpat puluh persen) kepada Bupati

dilampiri :

a) Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Dana Desa Tahap I. yang dilampiri :

l. Realisasi Biaya Kegiatan (RBK) Tahap | minimal 75 & (tujuh puluh lima

persen) dari penyaluran tahap I, yang dilampiri bukti transfer dari Kas

Nagari ke rekening TPK dan Surat Pertanggungjawaban (SFJ) beserta bukti-

bukti yang benar dan lengkap,
. Foto-foto kegiatan Dana Desa Bidang Pembangunan kondisi (0 “6, dan

minimal 20 “6 yang diambil dari sudut pengambilan yang sama).

3. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan

kegiatan beramai-ramai yang memperlihatkan peran serta masyarakat

dalam kegiatan pembangunan Nagari,
4, Lembaran Sertifikasi Kegiatan yang diterbitkan oleh Petugas Teknis Nagari

(PTN) dan Tim Pemantau dan Pengawasan (TPP) Kegiatan Pembangunan

Nagari, dilampiri dengan Laporan Tahapan Kemajuan Kegiatan Tahap |.

b) Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Dana Desa Tahap IT untuk kegiatan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dilampiri : 0

|. Realisasi Biaya Kegiatan (RBK) Dana Desa Tahap | kegiatan Bidang

Pemberdayaan Masyarakat dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJJ

beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap:
. Foto-foto yang memperlihatkan kegiatan Dana Desa Bidang Pemberdayaan

Musyarakat.
Cc) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk

oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf aj)

dan huruf b) a.atas.
d) Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari disertai

lembar verifikasi dari Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat

(4
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(S) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyaluran Dana

Desa untuk Tahap III sebesar 40 Yo (empat puluh persen) kepada Bupati

dil
a)

ampirn :

Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Dana Desa Tahap II, vang dilampiri :

1. Realisasi Biaya Kegiatan (RBK) Tahap II minimal sebesar 75 86 (tujuh puluh

ma persen) dari penyaluran sapai dengan tahap Il. vang dilampiri buku

transfer dari Kas Nagari ke rekening TPK dan Surat Pertanggungjawaban

(SPJI) beserta buku-buku yang benar dan lengkap:

. Foto-foto kegiatan ADD Bidang Pembangunan kondisi (0 8... dan minimal 45

Yu yang diambil dari sudut pengamhilan yang sama).

3. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan

kematan beramai-rama! yang memperlihatkan peran serta masyarakat

dalam kegiatan pembangunan Nagari:
4. Lembaran Sertifikasi Kegiatan yang diterbitkan oleh Petugas Teknis Nagari

bj

d)

(6) Su

(PTN) dan Tim Pemantau dan Pengawasan (TPP) Kegatan Pembangunan

Nagari, diiampiri dengan Laporan Tahapan Kemajuan Kegiatan Tahap II.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Dana Desa Tahap H untuk kegiatan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dilampiri :

1. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap II kegiatan Bidang

Pemberdayaan Masyarakat dilampiri Surat Pertanggungjawabhan (SJ)
beserta bukti-buku yang benar dan lengkap:

2. Foto-foto yang memperlihatkan kegiatan Dana Desa Bidang Pemberdayaan

Masyarakat.
Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk

oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a)

dan huruf b) diatas.
Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari disertui

lembar verilikasi dari Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat

rat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya

sebagaimana dimaksud Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (S5) diatas, disampaikan

kepada SKPKD selaku PPKD dan BUD untuk diproses pencairan dananya,

5. Ketent
6. Ketent
7. Ketent

Peraturan

uan Pasal 16 dihapus.
uan Pasal 17 dihapus.
uan Pasal 19 dihapus.

Pasal II

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupau ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Diundangkan di Simpang Empat
anAnEp

SEKRETA

Ditetapkap-e&—Skupang Emput
pada UpKLA

Me 2018

By
PAP RARAT,

IG Mei2018
4

S5 DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

LT :
— - "

"MANUS HAN 5RI

BERAM DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR .. 3 aa

2

c|

T/A
|

pada
N BAR



l. Format I

Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat
Numor
Tanggal :

Tahun

Bidang Pembinaan Kemasyarakatar, Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

2015
2018

Lembar Verifikasi kelengkapan dokumen Pencauran Tahap | Bidang Penyelenggara: Pemerintahan,

Lampian Surat Kepala SOPD
mor
Tanggal 0

LEMBR VERIFIKASI TAHAP I

KELENGKAPAN DOUMEN PENCAIRAN IDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,
BIDANG PEMBINAAN KESYARAKATAN DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEGIATAN aa

LOKASI
NAGARI atnakeakenaaaaaan NUN

PUTU PU NUN PN
NN

NN
N

EN
Nan

SUMBER DANA: ALOKASI DANA DESA/ALOKASI DANA NAGARI (coret salah satu)

0 DOKUMEN SAK KETERANGAN
:

KETENTUAN 2.01

£ 4.
|

Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap | dari Wali

Nagari |

Ka Buku Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen dari
|

|... | Sekretaris Nagari nam Ta TN
Of oh

|
Rekomendasi Camat dilampiri Lembar verifikasi

"

|

| kelengkapan Dokumen dari Tim Yang Dibentuk Camat
|...

|

4. Peraturan Nagari tentang RKPNagari Tahun Berjalan . Ab
| 5.) Peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun Berjalan 0
|

6.
| Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penvelenggaraan

'
' Pemerintahan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan,
|

Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Tahun sebelumnya :

|

dilampiri Bukti Pembayaran yang syah (kwitansi, faktur,
daftar tanda terima honor/upah, bukti pembararan

NN | pajak/retribusi) HN
|

OT.
|

Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban
|

| |

Pelaksanaan APBNagari dilampiri :
|

a. Laporan pertanggungj: vaban pela :sanan APBNagari

Ooo mun lalu on an nm mna

- Paman

b. Laporan kekayaan mulik nagari per 31 Desember ,

Po

ghun alta mma neh ni — |

| c. Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah
|

yang masuk kenagari. na mn Nona MEN IN

8. | Dokumen administrasi pengelolaan keuangan nagari. | 0 |

" a. Keputusan wali nagari tentang penetapan Pelaksana

|

Teknis Pengelola Keuangan Nagari PTPKN) Maan pn nan

b. Keputusan wali nagari tentang penetapan rekening |
'

'

|

kas nagari. na gn
“&. Foto copv rekening giro kas pemerintah nagari 0 | 0
d. Foto copy NPWP pemerintah nagari

po e. Foto copy KTP wali nagari.
Po I. Surat pernyataan tanggung jawaban penggunaan

|

| anggaran dari wali nagari. N
PAN PENA A

9, Keputusan Bupati tentang pelantikan wali nagari Pa an

"10. Peraturan Bupati tentang alokasi dana nagal. tahun |

3.

allu

g

In

berkenaanKANAN pa kana
|

! L

' CATATAN :

L

Mengetahui '

Ta

|

| Diperiksa Oleh
—

PEJABAT YANG BERWENANG ")

Tanggal
|

Tanda Tangan
- A—

“) Catatan , Pejabat vang berwenang pada Tabel diatas adalah :

|. Kepala Bagian Pemerintah Nagari untuk Rekomendasi oleh Asisten |

2. Kabid. Pembangunan dan Ketahanan Masyarakat untuk rekomendasi oleh

Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.



2. Forma II

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan MasvarakalLembar Ventiki kelengkapan dokumen Pencairan Tahap II Bidang Penyelenggaraan Pmerintahan,

Liumpran Surat Kepala SOPD

Namit
Yangyal

LEMBAR VERIFIKASI TAHAP II

20

KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,

BIDANG PMBINAAN KEMSYARAKATAN DAN BID” NG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEGIATAN
LOKASI
NAGARI
SUMBER DANA ASI DANA DESA/ALOKASI DANA NAGARI (coret salah satu

NO
|

|

ADA &

|

DOKUMEN SESUAI
KETENTUAN

KETERANGAN

Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap HH dari Wali

Nagari

|

mam
mann

mna
eomma mna.

Bukti Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen dari |

Sekretaris Nagari
|

verifikasi |

kelengkapan Dokumen dari Tim Yang Dibentuk CamatRekomendasi Camat dilampiri Lembar

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ)

|

Pemerintah Nagari tahun sebelumnya4

Laporan realisasi belanja bidang Penvelenggaraan

Pemerintahan tahap I dilampiri Bukti Pembayaran yang

syah (kwitansi, faktur, daft
ar tanda terima honor/upah,

bukti pembayaran pajak/retribusi)

Aa

Laporan realisasi belanja bidang Pembinaan

Kemsyvarakatan tahap I dilampiri Bukti Pembayaran

yang srah (kwitansi, faktur, daftar tanda terima

3.

honor/upah, bukti pembayaran pajak/retribusi)

Bahan | Materi Pelaihan Tn
: IN

DN

Surat Lndangan
Jadwal Tentatif

| id. Surat Permintaan Narasumber

c. Daftar Hadir Peserta dan Rarasumber
|

2
n

LI. Foto-Foto Kegiatan Pembinaan Masyarakat Tahap1l

Po bespuna gsadiSsasi ta eta

|

Masyarakat tahap | dilampiri Buk Pembavaran yang

syah (ksitansi, faktur, dalta
r tanda terima Ronor/upah,

buku pembayaran pajak/ retribusi)

La. Bahan / Materi Pelatihan

b. Surat Undangan
c. Jadwal Tentatif

Surat Permintaan Narasumber

c. Daftar Hadir Peserta dan Narasumber

Lf. Foto-Fotww Kepiatan Pembinaan Masyarakat Tahap I

8. . Buku Kas Pembantu Kegiatan

9. Buku Kas Pembantu Pajak
|

10. Buku Pembayaran Pajak

11. | Form Pemeriksaan Kegiatan
L

CATATAN :

|

!

)

|

|

|

Mengetahui
:

TT

PEJABAT YANG BERWENANG ") Diperiksa Oleh
5

Tanggal

Tanda Tangan

5

!

“Catatan . Pejabat yang berwenang pada Tabel diatas adalah :

| Kepala Bagan Pemerintah Nagari untuk Rekomendasi oleh Asisten |

2. Kabid, Pembangunan dan Ketahanan Masvarakat untuk rekomendasi oleh

Kepala Dinas pemberdayaan Masyuakat dan Nag 4.



2 “Or3. Format NI Lembar Veriikasi kelengkapan dokumen Pnara Tah ap II Bidang Penyelenggaann Pemenntahan

idang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Lampian Surat Kepala PD
Kotor
Dangal -..20

LEMBAR VERIFIKASI TAHAP II)

KEENGKAP DOKUMEN ENCAIRA BDANG PENYENGGARAAN PEMERINTAHAN,

BIDANG PEMBINAAN KEMSYARKATAN DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKA

KEGIATAN . nana

LOKASI ana aa an
NAGARI

INN

SUMBER DANA LOKASI DANA DESA, ALOKASI DANA NAGARI (coret salah satu) 0.

|

,

| no |

DOKUMEN
|

SPAN
1 KIALKANGAN

| | ANN

| KErexrean

P1. ! Surat Permohonan Pencairan Dana
'

Yahap MILdan WaliPa
aa

| Nagari
|

2. 1 Bukti Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen dari! 2
Sekretaris Nagari Tan

an Ta Tan

|

3.
|

Rekomendasi Camat dilampiri Lembar verilikasi

|
! kelengkapan Dokumen dari Tim Yang Dibentuk Camat

|
| 3

|

4.
| Laporan realisasi belanja bidang Penvelenggaraan

|

|

1
|

| Pemerintahan tahap II! dilampiri Bukti Pembayaran yang
|

| syah (kwitansi, faktur, daftar tanda terima honor/ upah, |

|

| buktipermbayaran pajak,'retribusi) ' |

PEN NN

3 Laporan realisasi belanja bidang Pembinaan '

|

|

Kemsyarakatan tahap IL dilampiri Bukti Pembararan ,

|yang syah (kwitansi, faktur, daftar tanda terima |

| honor/upah. bukti pembayaran pajak/retribusi) 0100 .
|
a. Bahan / Materi Pelatihan 0 f

Il
|

b. Surat Undangan Pa

| KN 0...

c. Jadwal Tentatif aa

Nan

| 0
Ld. Surat Permintaan Narasumber.

. NN

Le. Daftar Hadir Peserta dan Narasumber NN
PEN

Da
On

|

If. Foto-Foto Kegiatan PembinaanMasyarakat TahapTT nm
on

' 6.
|

Laporan realisasi belanja bidang Pemberdayaan

|

Masyarakat tahap II dilampiri Bukti Pembayaran yang |

syah (kwitansi, faktur, daftar tanda terima honor/upah, |

|
bukti pembavaran pajak/retrihusi)

| PN Ka
La. Bahan / Materi Pelatihan . DEPEN

| b. Surat Undangan
PN (—

|

| c. Jadwal Tentatif
| |

d. Surat Permintaan Narasumber |

i

e. Daftar Hadir Peserta dan Narasumber

f. Foto-Foto Kegiatan Pembinaan Masyarakat Tahapll | . |

IT. Buku Kas Pembantu Kegiatan DI PEN NON MEN:
| 8.

|Buku Kas Pembantu Pajak (aamanmnmmanmmaman
menfenamatnn

2 ani oma
an —

“0.1 Bukti Pembayaran Pajak 0 oh
5...»

10. 1 Form Pemeriksaan Kegiatan 0 NN. |

4

NAN
"CATATAN:

|

Mengetahui :

l PEJABAT YANG BERWENANG ") Diperiksa Oleh

Tangga! Dekat aan Ksatkaaa

'
Tanda Tangan 2...

kg Catatan P ctahb, InYang berwen:LIrada Tabel dat,
AS
AS tulala

Po Reppata Maesa BEN ti Santah Meh an Lama akte

2 Kabah Pemilubip dan Ketahanan Mas wake ANUK Tekorbenedas ae

Kepala Dias penaiberdayaan Masya aka dat Nagan



d. Format IV Lembar Verifikasi kelengkapan dukumen Pencairan Bidang Pembangunan

Lampiran Surat Kepala SOPD
NGmor
Tanggal

LEMBAR VERIFIKASI DPMN
DOKUMEN UMUM

Nagari
:

NO
|

DOKUMEN
|

ADA SESUAI “KETERANGAN
KETENTUAN

Kewenangan Nagari (Perna)
RKP Nagari (Perna)
APB Nagari (Perna)

|

|

|

1

2
3
4 Lap. Realisasi Pertanggungjawaban

APB

! Nagari TA. Sebelumnya (Perna) L
-

Lampiran Lap. Realisasi
Pertanggungjawaban APB Nagari TA.
Sebelumnya (Perna)

|

Laporan Kekayaan Milik Nagari
b | Laporan Progran Kegiatan Pemerintah

dan Pemerintah Daerah yang masuk ke

NAgri
6 Rencana Kerja Kegiatan Nagari (SK Wali

Nagari)
Penetapan TPK (SK Wali Nagari)
Penetavan Petugas Teknis Nagari (SK Wali

Nagari)
Penetapan Pendamping Lokal Desa dari

Pejabat yang berwenang
' Lembar Verifikasi dari Tim Kecamatan

Mengetahui :

Kabid. Pembangunan dan Ketahanan

Masyarakat

A

L
Diperiksa Oleh
Jabatan "

Tanggal

Tanda Tangan :

a
b

7

10



5. Format V Lembar Verihikasi Kuengkapan dokumen Pencwan Bidang Pembaunan

Lunpian Surat Kepala S
Namor
Tagal 20

LEMBAR VERIFIKASI DPMN
SPPK KEGATAN PEMBANGUNAN

KEIATAN
LOKASN ata

NAGARI
SUMBER DANA CJ DANA DESA 1) DANA ADN

| NO |
DOKUMEN ADA SESUAI KETERANGAN

|

|

|

B 0.» 1KETENTUAN B

|

|, Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan | '
|

| “ISPPK) nana
Da

7
'

Lampiran SPPK
La 1 Proposal

b | Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
..—.. ARAB) .. —
cl Rencana Anggaran Biaya (RAB) 0 pn mmm

— |4 Gambur Rencana Prasarana 0 an
PEN 1

ci Jadwal Kegiatan . Na

|

(' Rekapitulasi Bahan/ Material, Alat danniB
|

Upah
Dokumentasi fotosebelum kegiatan
pembangunan dilakukan yang diambil
dari tiga titik / sudut pandang yang
berbeda aan

|3

Dokumen Peralihan Hak atas
lahan/tanah atau Dokumen Kepemilikan
lahan/ tanah atas nama P —merintahan
Nagari NN

h

h

Dokumen pernyataan kesanggupan dari
warga masyarakat untuk tidak meminta
ganti rugi

|

1

Lembar Verifikasi Sekretaris Nagari
Lembar Verifikasi dari Tim Kecamatan

Mengetahui :

Kabid. Pembangunan dan Ketahanan
Masyarakat

Diperiksa Ole : ke
Jabatan : . BN

|

Tanggal

LC YAN Vena
—1 ,

n

NIP



6. Format VI Lembar Verifikas keengkaan dokumen Pencairan Bidang Pembangunan.

Lampiran Surat Kepala SOP) ...

Nomor
Tanggal 20..

LEMBAR VERIFIKASI DPN
LPK KEGTAN PEMBANGUNAN

KEGITAN an aa an na

LOKAI aa
aan

NAGARI Pa aa

SUMBER DANA CP DANA DESA DANA ADN

NO DOKUMEN |

ADA SESUAI
| KETERANGAN

|

|

| KETENTUAN
:

|

1 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK)
| 1/2/3

2 | Lampiran LPK 1/2/3 IN

|

a |!
Realisasi Biaya Kegiatan

|

| bi
Bukti Pembayaran yang syah

in . Buku Material/ Bahan ,
" BuktiPenerimaanBahandan Material |

—..&' Buku kas pembantu kegiatan |

LI! Buku kas pembantu pajak |

|

8 Bukti pembayaran pajak | . 0 paman mmm

|

(hh BA Rapat Kerja TPK dengan Pemerintah

! Nagari yang dilampindaftar hadir po ph oa —oo
Ka

di Dokumentasi FFoto elaksanaan Kegiatan 00
PEN

| L. Berita Acara Perub:ihanKegiatan |

PEN
PENA

pn mm
LokTabelPerubahan Kegiatan PE

TN

PN
Ka

|! Rencana Anggaran Bina (RAB)Revisi PANEN PN

(.m | Gambar/ Desain Rencana KegiatanRevisi Naa
PEN

ln Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa pa 1
L..0 | Lembar SertifikasiKegiatan

|

Lampiran Lembar Sertifikasi Kegiatan
1
pi

| 1). Laporan Tahapan Kemajuan Kegiatan
| 2). Rincian PenggunaanDana

13) Rincian TEMAN Bahan,Material
0TnRian |

: Lembur Vc Tikasi Sekretaris NiNagari
Lembar Veri ikasi dari TimKecamatan

Penggunaan Tenagadan Alat ..

Mengettahu
Kabid. Pembangunan dan Ketahanan

Masyarakat

|

Dipe riksa Ole
| Jabatan
Tanggal



7 Format VII Lembar Verifikasi kelengkapan dukumen Pencaran Bidang Pembangunan.

Launpiran rat Kepala SOPD .

omor
Tangal : 200.

LEMBAR VERIFKASI DPMN
LAPK KEGIATAN PEMBANGUNAN

KEGIATAN
LOKASI
NAGARI
SUMBER DANA (CJ DANA DESA (|) DANA ADN

NOO
|

DOKUMEN ADA SESUAI
|

KETERANGAN
|

|

1! KETENTUAN |!
0

Niaporan Pelaksanaan Akhir Kegiatan
|

S2 (LAPK) an. .
!

12
7 Lampiran LAPK . TN Dnnnnn ema do am mmm mean

: Rekapitulasi Realisasi Biaya Kegiatan DA BNN
PEN

| 5 Dokumentasi Foto mulai dari tahap |

sampai dengan tahap terakhir | PN Gn

BeritaacaraMusyawarahNagariSerah'ferim | '

La (MNST) yang dilampindaftarhadir PN On
| d |

Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan antara TPK dengan Wali Nagari| . 2 PAN

e
| Gambarpurnalaksana en memamma ena

Cc

f. Lembar SerufikasiKegiatan 0.
.

I..g | Lampiran Lembar Sertifikasi Kegiatan |

: 1). Laporan Tahapan Kemajuan Kegiatan |

| 2). Rincian Penggunaan Dana
|

3). Rincian Pemakaian Bahan/Material
| 4). Rincian Penggunaan Tenaga dan Alat

3 | Lembar Verifikasi Sekretaris Nagari
4 embar Verifikasi dari Tim Kecamatan

Mengetahui
Kabid. Pembangunan dan Ketahanan

Masyarakat

Diperiksa Ole
Jabatan Naa NUN NN

Na

Tanggal :
|

Tanda Tangan :

NIP



8. Format VIII Lembar Verifikasi kelengkapan dokumen Pencawran Bdan Pemvangunn

Lampirn Surat Kepala SOD .....
Nomor
Tanugal 2

LEMBAR VERIFIKASI DPMN
SPPK KEGIATAN PEBERDAYAAN

KEGIATAN : aNN
UN N NUN

NUN NN
UNI

LOKASI
: Tn

NAGARI
: Den aah

SUMBER DANA : CJ DANA DESA !) DANA ADN

(NOT DOKUMEN ADA SESUAI |” KETERANGAN
|

oo
| KETENTUAN

|

INN

| | Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan
|

| (SPPK) 00.

|

2 | Lampiran SPPK — aman ama

3

|
a | Panduan pelaksanaan kegiatan disertai

|

5
|

|

matrik kurikulum PN
NA Ta INN

|

Lo.
db

|
Rencana Ansgaran Biaya (RAB) IA . INN

|
c | Jadwal Rencana Kegiatan PEN |

|

d | Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
|

. cari pelaksana kegiatan
!

1.3 | Lembar Verifikasi Sekretaris Nagari Tn

|“
|
Lembar Verifikasi Tim Kecamatan !

' Mengetahui : Diperiksa Ole 5 oo
|

Kabid. Pembangunan dan Ketahanan Jabatan NN

NN NN
NUN

UN NUN
NN NN UN

NU

NET

NNUNN UNA

Masvarakat Tanggul AN

NN NUN
NN

|

—

| 1 | Pe

Tanda Tangan :

NIP


